PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
DENGAN
DINAS KOPERASI, UMKMW, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
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TENTANG
PEMAKAIAN ALAT STANDAR METROLOGI

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami
yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nama : H. ENDRIZAL, SE, M.Si

NIP - 19670307 199503 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang
Alamat : JI Khatib Sulaiman No 67 Padang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. AZRAL

NIP : 19621231 198602 1 039

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat : J1 H Agus Salim Painan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai alat/standar
UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang dengan ketentuan dan syarat yang
diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
Jenis, Jumlah, dan Lokasi Kerja

1. PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan alat kepada PIHAK KEDUA dan PTHAK
KEDUA setuju untuk meminjam alat kepada PIHAK PERTAMA dengan jenis sebagai
berikut :

No Alat Jumiah
I. | Neraca B 1 (satu) unit
2. | Neraca D 1 (satu) unit

o

1.okasi Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Tempat, Waktu dan Kondisi Penyerahan Alat

St
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a) PIHAK PERTAMA bersedia menyerahkan alat pada PIHAK KEDUA dilokasi
kerja dalam kondisi siap operasi sesuai pasal 1 ayat 2

b) Biaya pengantaran hingga pengembalian alat sebagaimana Pasal 1 ayat 2
ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Perwako Perjalanan Dinas Kota
Padang

Pasal 2
Keamanan Alat

PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan alat dilokasi kerja.

PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi jika terjadi pencurian dan kerusakan dalam
bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja selama dalam
penggunaan oleh PIHAK KEDUA,

Pasal 3
Masa Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak hingga PIHAK KEDUA
memiliki alat/standar pengganti
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Pagal 4
Perselisihan

Jika timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA maka
sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak
sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.

Apabila terjadi kcsalahpahaman diluar dari perjanjian maka pihak kedua dianggap ialai
dan tidak memahami isi dari perjanjian kontrak dan PIHAK PERTAMA tetap
berpedoman pada kontrak dalam menyelesaikan masalah.

Pasal §
Penutup

Demikian perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2
{(dua) bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan di buat tanpa paksaan serta
tckanan dari pihak manapun.
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